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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWES] UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang:

Mengingat

a.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan
mutu hasil produksi kegiatan masvarakat, perlu dilakukan
upaya pemberdayaan masyarakat melalul pengelolaan

Teknologi Tepat Guna;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan
Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna,
maka perlu dilakukan upaya Pemberdavaan Masyarakat
melalui Pengengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten

Kepulauan Sangihe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui
Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 193%  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);



1
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Undang-Undang MNemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanguioan Nuaswonal (Lefibarady  Nepard
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerntah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Al
Feknologih Kekayaan  lntelektual Serta BHa Kejiatar
Peneliian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
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11,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pemberdayaan Masyarakat melahi: Pengelolaan
Teknologt Tepat Guna;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daecrali Rabupaten Kepulauvan Sangihe Nomio
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daecrah  Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16]) Sebagaimana
telah diubah beberapa kal terakhir dengan Peraturan
Daecrah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
kKepulauan Sangihe (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 7);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan ! PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB |
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan
pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan

yvang menjadi Kewenangan daerah otonom.

Pemberdayaan Masyarakal adalah upaya pengembangan masvarakat
melalul penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu
membangun dinl dan lingkungannya secara mandiri melalu pemberian
sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta

peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Teknologi Tepat Guna vang selanjutnyva disingkat TTG adalah Teknolog:
vang sesual dengan  kebutuhan masyarakat, dapat menjawab
permasalahan masyarakat, tdak merusak hngkungan, dapat
dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta

menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan,



10.

11.

1.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnva disingkat
Posyantek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan vang
memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis

Teknologi Tepat Guna,

Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat Wartek adalah
Lembaga Kemasyarakatan di Kampung/Kelurahan vang memberikan
pelavanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Rampung atau yang discbut dengan nama lain, sclanjutnya disebut
Kampung adalah Kesatuan Masvarakal Hulum vanp memiliki batas-
batas wiayvah yang berwenang uniuk mengatur dan  mengurus
kKepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistern Pemerintahan

Megara Kesatuan Republik Indonesia.

kRelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
dalam wilavah kerja Kecamatan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Fihak ketiga adalah Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan
nama lain vang dibentuk oleh masyarakar sesuai dengan kebutuhan dan

mitra pemberdayaan masyarakat.

Perjanjian kerja sama adalah hubungan kerja antara Pos Pelavanan
Teknologi Tepat Guna dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam
pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat,

BAB 11
SASARAN
Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG meliputi ¢

a.
b,

.

Masyarakat penganggur, putus sekolah dan keluarga miskin;
Masyarakat yang memiliki mikro kecil dan menengah ; dan
Posyantek dan Wartek.




BaB III
PRINSIP
Pasal 3

(1} Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan TTG  dilaksanakan
berdasarkan prinsip :
a.  Meningkatkan usaha ¢konomi;
. Mengembangkan kewirausahaan:
c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan ; dan
d. Sederhana.

(2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan,
mempertimbangkan potensi sumber dava lokal, berwawasan lingkungan

dan memberdayakan masyarakat setempat.

BaB IV
MEKANISME
Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG di Kabupaten Kepulauan
Sangihe dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan
pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal &

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan prinsip |
a. Efisiensi;
b. Efcktivitas;
€. Sinergi;

d. Saling menguntungkan;



¢. Kesepakatan bersama;
Itikad baik;

g.  Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

h. Persamaan kedudukan;

1.  Transparans;

J-  Keadilan; dan

k. Kepastian hukum.

(2] Kerjasama sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuat dalam perjanjian

kerjasama vang memuat paling sedikit ;

a. Subjek kenjasama;

b, Objek Kerjasama,

c. Ruang lingkup kerjasama;

d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Jangka waktu kerjasama;

f.  Akhir kerjasama;

g. HKeadaan memaksa; dan

h. Penvelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat pengalihan TTG dari sumber teknologt kepada masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalul pengelolaan TTG  dilakukan
melalui :

a. Pemetaan kebutuhan;

I Pengkaiian;

.  Pengembangan,

d. Pemasyarakatan; dan

e. Penerapan.




Pasal 8

(1) Pemetaan keburuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a,
antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG,

jenis usaha, sosial budaya dan poten si sumber daya lokal,

(4] Hasil pemclaan kebutuhan TID scbiganian dimoksud pucs &y

untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 9

Penghkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan
dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan

TTC.

Pasal 10

(1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
antara lain dilakukan melalui inovasi dan uji coba TTG;

{2) Hasil Pengemnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan [asilitasi

perlindungan huloum techadap inovasi dan uji coba MO sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10;

(2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG,

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memfasilitasi inovasi TTG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui Lomba TTG secara Masional,

Provinsi dan Kabupaten.




(1)

(1}

(2]

Pasal 13

Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,
dilakukan melalui kegiatan antara lain ;
a. Gelar/Pameran TTG;

b. Lokakarva TTG;

c. Temu Informasi TTG;

d. Pelatthan;

¢. Pendampingan;

f. Magang;

g. Komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau

h. Media massa.

Pemuzsvaralatan TG sebagaimana dimaksud pada avat [1] untuk

mengkomunikasikan penerapan TTG.

Pasal 14

Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, dilakukan

oleh masyarakat;

Dalam rangka penerapan TTG oleh masvarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui -

a. Pelatihan;

b. Pemberian bantuan; dan

¢. Pendampingan.

Pasal 15

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat [2) huruf a, dapart
berbentuk

R & o op

Pelatihan teknis:

Pelatihan managemen;

Studi banding dan lapang; dan
Magang kerja TTG.
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Pasal 16

(1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat
(2) huruf b, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial vang
diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang,

{2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

untuk memberdayakan masyvarakat dalam memanfaatkan TTG.

Pasal 17

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurul ¢,

dilakukan untuk memberdavakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB YW
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Pasal 18

{1} Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
a. Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan; dan
b. Wartek yang berkedudukan di Kampung/Kelurahan,
(2] Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 19

Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyal
mgas
a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi
TTG;
b, Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan Sumber TTG:
d. Memotivasi penerapan TTG dimasyarakat,

e.  Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat
dalam penerapan TTG; dan

f. Memfasilitasi penerapan TTG.




(1)

(2)

(1)

{2)

3]

(1)

(2]

3]

(1)

(]

(3
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Pasal 20

Pembentukan lembaga pelayanan TTG scbagaimana dimaksud dalam
pasal 18 ayat (1) di Kecamatan dan Kampung/Kelurahan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati;

Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 pada ayat (1) di Kampung/Kelurahan ditetapkan dengan
keputusan Kapitalaung/Lurah.

Pasgal 21

Pengurus Posyantek dan Wartck berdasarkan hasil musyawarah
pengurus Lembaga Kemasyarakatan;

Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana
dimaksud pada avat (1) disesuaikan dengan kebutuhan;

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus posyantek di Kecamatan dan

Wartek di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif;

Hubungan kerja antara Posyvantek dengan lembaga kemasyarakatan
lainnya di Kecamatna bersifat konsultatif dan koordinatif;

Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan

bersifat Kemmitraan.
Pasal 23

Hubungan kerja antara wartek dengan kelurahan bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif;

Hubungan kerja antara wartek dan lembaga kemasyarakatan lainnya di
kelurshan bersifat koordinatif dan konsultanf;

Hubungan kerja antara warlek dengan pihak ketiga di kampung bersidal

kemitraan.




(1)

(<)

13

(1)

(2]

(3)

L

Pasal 24

Hubungan kerja antara wartek dengan Kampung/kelurahan bersifat
kemitraan, konsultatif dan koodinatif;

Hubungan kerja antara wartek dengan lembaga kemasvarakatan lainnya

unpune bersial Eoordmaty! dan konsulat!

Hubungan kerja antar wartek dengan pihak ketiga di Kampung bersifat

kemitraan;

BAB VI
PEMEINAAN
Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melala

pengelolaan TTG di Kabupaten;

Camat melakukan pembinaan dan pemberdayaan masvarakat melalui

pengelolaan TTG di Kecamatan;

Kapitalaung melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui

pengelolaan TTG di Kampung,

Pasal 26

Pembinaan Bupat sebagaimana dimaksud antara [ain

a.

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyvarakat melalui pengelolaan
TTG;

Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;

Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyvarakat melalui pengelolaan
I'TG;

Pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui

pengelolaan TTG; dan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdavaan masyarakat

melalul pengelolaan TTG.
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Pasal 27

Bupati dapat melimpahkan sebagian pembinaan sebagaimana dimaksud

kepada Camat, Kapitalaung/Lurah.

Fiisal -
whiecda =i

Pembinaan Camat, Kapitalang/Lurah sebagaimana dimaksud dilaksanakan

melalui :
a. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan

b, Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan

TTG.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 29

(1) HKapitalaung melaporkan pemberdayaan masyarakal melalui pengelolaan

‘TG i Kampung kepada Bupati melalul Camat.
(2] Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
kepada Bupati,

{3} Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG
di Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIl
PENDANAAN
Pasal 30

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kabupaten
Kepulavan Sangihe di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber-sumber lainnya yang sah

dan tidak mengikat,
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BAB IX
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe,

Ditetapkan di Tahuna
pade tanggal, 26 Olktober 201°
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIR( US ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna

pada [aﬂﬁgﬂl, B Olktahar :‘:I H 5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Py

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR =°



